Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah 2007

(Ringkasan Laporan)
LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM dan 

ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA Sulteng
“ TINDAKAN KEKERASAN, PELANGGARAN HAM
 Dan KORUPSI ”
P e n g a n t a r.

Laporan ini merupakan catatan tahunan khusus mengenai situasi perkembangan, dan pernghormatan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Tengah selama tahun 2007. Laporan ini juga akan mencoba memberikan gambaran evaluasi atas pemerintah yang bersih, adil dan demokratis termasuk upaya pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Jaminan negara untuk melindungi rakyat belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, masih  banyaknya kekerasan negara hampir di semua sektor roda kehidupan masyarakat. Peristiwa tindak kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia secara jumlah maupun  pola-pola  kekerasan juga terus meningkat di wilayah Sulawesi Tengah. Produk hukum tentang perlindungan rakyat terus di produksi oleh negara serta rativikasai kovenan Hak Asasi Manusia PBB di bidang hak-hak sipil politik serta ekonomi, sosial dan budaya namun perkembangan praktek dilapangan sangat jauh dari harapan-harapan masyarakat. Reformasi sektor keamanan di bidang intelijen yang diharapkan dapat melakukan sistem peringatan dini dan informasi yang akurat  terhadap suatu kejadian ataupun peristiwa juga masih jauh dari harapan, banyaknya peristiwa tersebut sehingga dapat di ukur sejauh mana kinerja intelijen yang dibentuk oleh negara dengan biaya yang tidak sedikit. Interpretasi istilah penegakan hukum dan tindakan hukum yang disalah diartikan oleh aparat kepolisian yang selalu berubah menjadi eksekusi hukum di lapangan tanpa kepastian hukum oleh lembaga peradilan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, adalah bentuk dari ketidaktegasan serta tidak  profesionalnya aparat kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Penyiksaan dalam bentuk penganiayaan dan intimidasi terus terjadi di dalam proses hukum yang sedang berjalan, baik di luar maupun sedang berlangsungnya proses hukum di kantor Kepolisian. Disektor kejahatan korupsi juga tidak kalah menyita perhatian publik, proses hukum yang masih memihak kepada para koruptor sehingga ketimpangan di masyarakat masih sangat jelas. 

Laporan ini dapat dilihat sejauh mana aparat pemerintahan dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah dapat  melindungi dan menjamin keamanan, kesejahteraan dan jaminan hak asasi manusia walaupun belum dapat mendeskripsikan keseluruhan peristiwa di wilayah Sulawesi Tengah.  Dari catatan ini merupakan rujukan monitoring, pemantauan dan hasil investigasi yang dilakukan LPS-HAM Sulawesi Tengah sejak Januari 2007 hingga di susun disampaikan pada akhir bulan Desember 2007. 

Table Tindak Kekerasan dan Palanggaran HAM 2007

	KEKERASAN

SULAWESI TENGAH 2007

	KEJADIAN
	JUMLAH

	Kekerasan
	10

	Teror
	16

	Pertikaian Massa
	4

	Penemuan Senpi & BOM
	14

	Extra Judicial Kiliing
	2

	Jumlah
	46


Sumber: Data Base LPS HAM

Kekerasan Aparat.

Dambaan besar masyarakat akan adanya POLRI yang benar-benar dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai institusi penegak hukum yang sekaligus sebagai pengayom secara profesional yang berpihak pada keadilan. POLRI telah bertekad untuk melakukan perbaikan dan perubahan menjadi isntitusi penegak hukum  yang profesional guna memperbaiki citra buruk dimata masyarakat.

Namun dalam realitasnya komitement tersebut belumlah membuahkan hasil yang cukup signifikan, bahkan kasus-kasus pelanggaran HAM justru banyak dilakukan oleh anggota POLRI itu sendiri baik secara langsung maupun tidak (dalam bentuk pembiaran), olehnya itu keberadaan POLRI terus di persoalkan dan digugat. 
Ditahun 2007 Kepolisian daerah Sulawesi Tengah mencatat telah menangkap beberapa pelaku kekerasan di Poso dan saat ini telah diproses di pengadilan, namun demikian dibalik operasi tersebut terdapat sejumlah kekerasan terhadap sejumlah masyarakat sipil yang bukan menjadi target operasi dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kekerasan di Poso. Bahkan terdapat beberapa warga sipil yang tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) juga menjadi korban (meninggal dunia). Kekerasan lainya juga terjadi sekitar bulan Januari, Fandi (18) warga Kelurahan Buol Kecamatan Lipunoto Kabupaten Buol, dianiaya oleh dua (2) anggota Polres Buol. Tindak kejam lainnya (penyiksaan) terhadap Tahanan juga dialami oleh tersangka Jamal Poneke, Hasan, Sabran dan Lely yang ditangkap oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Ampibabo dan kemudian disiksa oleh Anggota Polsek Ampibabo dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan tersangka, yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Palu membebaskan para terdakwa karena tidak cukup bukti, namun penyelesaian atas penyiksaan tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi korban. 
Penanganan aksi-aksi massa (demonstrasi) yang tidak persuasif dan profesional diperagakan oleh aparat kepolisian. Bahkan penanganan aksi-aksi tersebut sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia). Hal ini terjadi Di kabupaten Banggai tidak luput dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Pada bulan Febuari, berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Banggai yang menolak dipindahkannya ibukota kabupaten ke Salakan, Kepolisian Sektor Banggai melakukan tindak kekerasan. Bahkan dalam peristiwa tersebut menimbulkan jatuh korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Junais (33), Arjan (58), Ridwan (27) dan Anto alias Ilham (25) menjadi korban dari kejadian “Demonstrasi berdarah” tersebut. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan berakhir dengan tindakan kekerasan dari aparat Kepolisian juga terjadi di Kota Palu. Pada bulan Juni dua aktivis Mahasiswa Univ Tadulako mengalami penganiayaan setelah melakukan aksi demonstrasi terhadap proses persidangan dugaan korupsi (SDOPT) yang dilakukan oleh Rektor Univ. Tadulako. Iwan dan Eman, dua aktivis mahasiswa, dianiaya di Kantor Mapolresta Palu oleh anggota Mapolresta Palu. 
Catatan –catatan ini belum merangkum tindak kekerasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian baik dalam proses penegakan hukum maupun diluar, namun demikian hal ini telah menunjukan bahwa perilaku aparat kepolisian yang dekat dengan kekerasan (pelanggar HAM) tetap belum menunjukan perubahan yang cukup signifikan di tubuh institusi kepolisian. Olehnya itu LPS-HAM menilai : Bahwa pendekatan kekerasan dengan mengabaikan Hak Asasi Manusia baik dalam merespon persoalan masyarakat maupun dalam penegakan hukum masih cukup dominan. 
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1. Kota Palu.
· Sabtu (12/5) malam sekitar pukul 22.00 wita, Eko Arianto, Wira dan Ariski (anggota Papernas) dianiaya oleh sekelompok orang yang diduga oknum TNI. Akibatnya, dua anggota Papernas (Ariski dan Wira) dirawat intensif di RS Bhayangkara Palu karena menderita luka di kepala bagian wajah, sedangkan Eko hanya menderita luka lecet kecil.
· (16/6) sekitar pukul 00.57 wita, berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa UNTAD terhadap proses persidangan dugaan korupsi (SDOPT) yang dilakukan oleh Rektor Univ. Tadulako, berbuntut pada penganiayaan terhadap dua aktivis (Eman dan Iwan) yang melakukan demonstrasi tersebut. Penganiayaan tersebut terjadi di kantor Polresta Palu sehingga menyulut pernyatan keras dari LPS HAM Sulteng yang menilai bahwa Kepolisian yang melakukan penganiayaan tersebut adalah pengingkaran terhadap fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum.

2. Kabupaten Poso.
· Kamis (11/1) sekitar pukul 06.30 wita tim gabungan Densus 88, Mabes Polri dan Polda Sulteng menggrebek tempat persembunyian para DPO di jalan Pulau Jawa II Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Dalam iniden ini, selain berhasil menangkap dan menembak 5 orang DPO,  juga aparat` bersenjata lengkap  menembak dua orang warga sipil (Ryan dan Ibnu) di jl. P. Irian  oleh Tim Gabungan tersebut. Dedi Parsan (DPO) tewas dengan kondisi mengenaskan, kedua lengan bawah dan bagian pahanya luka sobek disayat sangkur, bagian selangkangannya dekat kemaluan luka tusuk serta bagian dadanya juga mengalami dua luka tusuk. Ustad Riansyah alias riyan (Santoso) Tenaga Pengajar di Pesantren Putri Al-Amanah Tanah Runtuh Poso, tewas karena luka tembak dibagaian dahi sebelah kanan tembus hingga bagian belakang kepala. Ustad Ibnu kawan Ustad Riansyah, luka tembak pada bagian perut (kondisi sempat kritis).
· Senin (22/1) sekitar pukul  07.00 wita terjadi perang terbuka antara Polisi dengan para DPO (sipil bersenjata) di sekitar jalan Pulau Irian, Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Dalam insiden ini mengakibatkan 42 orang mengalami luka tembak (35 orang sipil bersenjata dan 7 orang Polisi) dan 14 orang tewas (13 orang sipil bersenjata dan 1 orang Polisi). Dari peristiwa tersebut terdapat beberapa warga sipil yang bukan dari daftar DPO  menjadi korban meninggal dunia.  Polisi melakukan menyisiran di sekitar TKP serta juga melakukan sekapan di dalam gudang dan melakukan siksaan terhadap puluan warga sipil dan hasilnya 24 orang ditangkap secara sporadis dan mengalami luka akibat menyiksaan serta beberapa warga juga di  jemput di tempak masing-masing dan bahkan dua orang petugas medis dari Rumah sakit Poso yang akan menjemput para korban peristiwa tersebut, sempat di cegat dan mendapat siksaan dari aparat bersenjata dan di bawa ke kantor Polres poso. Semua warga yang dibawa ke Polres Poso tetap mengalami penyiksaan oleh aparat bersenjata. Operasi tersebut di lakukan Detasemen Khusus Anti Terror 88 dan Brimob, kekuatan pasukan sebanyak 2 SSK lebih yang dipimpin langsung  Kapolda Sulteng.
3.
Kabupaten Donggala.
· (8/11) sekitar pukul 23.00 wita, warga Desa Bou, Kecamatan Sojol di keroyok 7 oknum aparat kepolisian. Akibatnya 4 orang yang berprofesi sebagai sopir, kernet dan penumpang truk yang bernomor polisi DN 8653 E (Jumran (23), Safrun (30), dan Rasmin(21) mengalami luka memar di bagian muka. 

4. 
Kabupaten Buol.
· Rabu (17/1) sekitar pukul 22.00 wita, dua anggota Polres Buol (Bripka Ad dan Briptu Rz) yang dibantu oleh dua warga (Kaon dan Lho) menganiaya Fandi (18) warga Kelurahan Buol, Kecamatan Lipunoto. 

5. 
Kabupaten Banggai. 

· Rabu (28/2) ribuan massa yang datang dari berbagai Desa bentrok dengan aparat Kepolisian di Ibukota Banggai Kepulauan, akibatnya 4 warga tewas (Junais (33), Arjan (58), Ridwan (27) dan Anto alias Ilham (25) dan 26 orang lainnya luka-luka termasuk 12 orang aparat Kepolisian. Bahkan aksi tersebut menyebabkan satu asrama Polisi di bakar, satu dirusak dan lainnya dilempar dengan bom molotov.
Insiden ini berawal dari munculnya issu bahwa Polisi akan memindahkan ibukota Bangkep ke Salakan, berdasarkan UU No 51/1999, pasal 11 menyebutkan bahwa lima tahun setelah peresmian Kabupaten Bangkep maka Ibukota dipindahkan ke Salakan. Sekitar pukul 10.00 wita, massa berkumpul di Kantor Bupati lalu melakukan pembakaran ban bekas dan tempurung kelapa. Selanjutnya warga mendatangi Mapolsek Banggai dan melakukan penyerangan. Karena Polisi terdesak maka Polisi melepaskan tembakan. Dua warga (Ridwan dan Arjan, luka tembak di bagian kepala) dicocor timah panas dan meninggal dunia seketika, salah satu massa (Junais alias Anes) tewas setelah dihantam pentungan sedangkan Anto meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit di Banggai. 
6.
Kabupaten Tojo Una-una

· Pada bulan Mei seorang oknum TNI menghajar pemuda di Desa Taningkola, Kecamatan Una-una Kabupaten Tojo Una-una. Peristiwa ini bermula dari Kundeng yang bersama dengan sejumlah rekannya (salah satunya adalah anggota Koramil, Yohanes Dafid) mencari Kuna di rumah Anton Denge, tak lama kemudian Danramil mendatangi TKP hendak melerai Kudeng dan Kuna. Sementara Anwar (27) menyarankan untuk membawa masalah tersebut ke rumah kepala desa namun tiba-tiba Danramil berkata bahwa itu bukan urusanmu sambil memukul muka dan menarik rambut Anwar

7. 
Kabupaten Parigi Moutong

· Bentrokan warga dan aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) mewarnai pembongkaran pasar lama di Desa Bobalo, Kecamatan Tomini. Tim gabungan Pol PP dibantu dengan aparat Kepolisian membongkar pasar itu untuk dipindahkan ke lokasi yang baru. Akibat dari bentrokan tersebut dua warga sipil  (Ucok dan Lili) mengalami luka-luka. 

T e r o r
Teror yang terjadi di Sulawesi Tengah selama tahun 2007 terjadi di tiga wilayah yakni Kota Palu, Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Di Kabupaten Poso instensitas  terror masih cukup tinggi dengan 13 kasus. Semua kasus terror yang terjadi tidak ada yang menimbulkan korban jiwa, tapi cukup membuat warga di sekitar kejadian, khususnya di Poso, menjadi panik dan shock. Intensitas teror bom di Poso ini meningkat setelah Tim gabungan dari Densus 88, Mabes Polri dan Polda Sulteng melakukan penangkapan para DPO (11/1) yang menimbulkan korban jiwa, baik dari DPO maupun dari masyarakat sipil (non-DPO). Bahkan beberapa kali terjadi teror ledakan Bom sebanyak dua kali dalam satu hari.

            [image: image3.emf]Teror per wilayah

Poso; 13

Palu; 2

Donggala; 1


Kabupaten  Poso 

· (5/1) sekitar pukul 02.40 wita di rumah kediaman Briptu Supardi (anggota Polantas Polres Poso)  di teror berupa pelemparan kayu sepanjang 3 meter bertuliskan “Jihad Fisabillilah’ lewat jendela ventilasi rumah. 
· Sabtu (13/1) sekitar pukul 00.30 wita terjadi ledakan di Jalan Pulau Sumatera, Poso Kota atau sekitar 50 meter dari pasar sentral Poso. Ledakan ini tidak menimbulkan korban jiwa.

· Sabtu (13/1) ledakan terjadi sesaat setelah ledakan pertama terjadi (di jalan Pulau Sumatera). ledakan kedua kedua ini berasal dari lokasi yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi ledakan pertama. Ledakan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

· (14/1) sekitar pukul 23.35 wita terjadi ledakan di sekitar Gereja Eklesia di kelurahan Gebang Rejo. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian tetapi sempat membuat warga panik.

· Selasa (16/1) sekitar pukul 22.10 wita terjadi ledakan berjenis low eksposive di Kelurahan Gebang Rejo,Jl Pulau Irian  ledakan bom ini tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian namun sempat membuat warga di sekitar TKP menjadi panik.

· Rabu (17/1) sekitar pukul 01.15. di Kelurahan Gebang Rejo, Jl Pulau Irian  terjadi ledakan berjenis low eksposive. Ledakan bom ini tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian namun sempat membuat warga di sekitar TKP menjadi panik.

· (18/1) sekitar pukul 09.10 wita terjadi ledakan di jalan Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota. Sore harinya (sekitar pukul 17.50) sebuah ledakan kedua terdengar hingga radius 3 km terjadi di Jalan Pulau Aru tepatnya di belakang Gereja Eklesia 

· Sabtu (20/1) sebuah bom rakitan masih aktif di temukan di tepi jalan poros Trans Sulawesi Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota tepatnya di depan Gereja Advent.
· Sabtu (3/3) sekitar pukul 12.00 wita sebuah senter yang diduga bom ditemukan di sekitar Gereja Advent Kasintuwu tepatnya terminal lama, Kecamatan Poso Kota Utara. 
· Minggu (4/3) sekitar pukul 22.30 wita di Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota tepatnya di areal kebun milik warga bernama Nasep, warga Jl Pulau Irian, ditemukan bom rakitan. Nasep yang pertama kali menemukan langsung melapor kepada Bripda Nugroho (piket Pos Polisi PDAM). 
· Minggu (14/3) sekitar 22.30 wita sebuah bom rakitan di temukan di Kelurahan Gebang Rejo Poso Kota 
· (14/4) sekitar pukul 19.45 wita terjadi ledakan bom, selang satu menit 19.46 kemudian bom kedua meledak. Kedua bom tersebut meledak di wilayah kelurahan Kasiguncu, Poso Pesisir.
· (22/5) sekitar pukul 23.30 wita terjadi ledakan bom di kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir tepatnya di belakang rumah Dody warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
· Rabu (5/12) sekitar pukul 20.10 wita terjadi ledakan Bom di kelurahan Kawua Kilometer 4, Kecamatan Poso Kota Selatan, tepatnya di depan rumah warga bernama N Hende (65)
· Senin (15/1) di jalan Pulau Irian, Pulau Sumatera, tepatnya di depan Mapolres Poso terjadi lagi kontak senjata selama 4 jam (19.00-22.30) antara sipil bersenjata dan Polisi. Dalam insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak.
Kota Palu 

· Minggu (18/3) sekitar pukul 01.30 wita terdengar suara tembakan di Jalan Abdulrrahman Saleh. Suara tembakan tersebut berasal dari senjata anggota Buser Polres Donggala (insial Fj) sehingga membuat warga di TKP ketakutan dan panic.

· Selasa (19/6) sekitar pukul 11.00 terdengar suara ledakan yang cukup keras dari depan bengkel motor milik Adi di Jalan Garuda tepatnya belakang Spacebar end Lauge, Kel Birobuli, Palu.

Kabupaten Donggala

· (5/12) sekitar pukul 21.00 wita di desa Soulowe, Kecamatan Dolo diguncang ledakan yang diduga berasal dari ledakan bom, ledakan bom tersebut diduga berasal dari belakang rumah Jamaludin tepatnya di areal perkebunan kelapa. Akibatnya, membuat warga di sekitar TKP menjadi panik.

Amuk Massa dan Bentrok Antar Warga. 

Pertikaian dan bentrok antara massa masih juga terjadi di Sulawesi Tengah  .Pada tahun 2007 terjadi  dua (2) kali, meskipun menimbulkan korban jiwa (baik luka-luka maupun tewas) namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar, sehingga hal ini juga menunjukan bahwa masih penyelesaian-penyelesaian masalah melalui kekerasan.

Pada minggu 14 Juli 2007, di Desa Dolo Selatan, Kabupaten Donggala terjadi bentrokan antara warga desa Baloga dan warga desa Somba, bentrokan berawal dari persoalan pribadi dan mengakibatkan 5 orang terluka karena terkena senjata tajam dan lemparan batu.

Masih dalam Kabupaten Donggala tepatnya didataran Lindu pada tanggal 4 Agustus 2007 terjadi keributan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia, Lapata (50). Insiden tersebut bermula ketika terjadi perkelahian antara Yusar dan Sadri. Ketika berlangsung upaya perdamaian yang dimediasi oleh Sekdes Tomado, Barhelemous, tiba-tiba datang Lapata langsung menyerang kerumunan orang dengan parang Lapata yang di tengarai kelainan perilaku sebulan terahir itu dengan senjata tajam mengamuk dan membabi buta Yusar dan Sadri terkena sabetan parang sehingga terluka cukup parah. Demi  mencegah bertambahnya korban berjatuhan sejumlah orang yang berada di lokasi kejadian segera melumpuhkan Lapata dengan memukulkan dan melemparkan benda keras hingga lapata tersungkur. Kasus tersebut akhirnya di proses secara hukum  di Mapolres Donggala.

Di Kota Palu terjadi 2 kali bentrokan antar massa yang melibatkan antara warga kelurahan Lasoani dan Kawatuna, bentrokan ini berawal dari persoalan tapal batas wilayah. Bentrokan yang sama juga terjadi pada tanggal 9 Oktober 2007 yang melibatkan warga Kelurahan Tavanjuka dan Kelurahan Nunu dan berlanjut pada tanggal 7 Desember 2007. Dalam bentrokan yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 2007 4 orang warga tavanjukan dan 3 orang warga Kelurahan Nunu mengalami luka demikian halnya bentrokan yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2007 terdapat lima (5) warga yang mengalami luka akibat benda tajam.
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Penemuan Senpi Dan Bom
Pasca operasi penangkapan DPO di Kabupaten Poso, POLRI berhasil menyita sejumlah senjata api baik organik maupun rakitan dari berbagai jenis maupun amunisi dalam jumlah yang cukup besar. Penemuan senjata api dari warga sipil tersebut tidak hanya didapatkan di Kabupaten Poso sebagai wilayah bekas konflik namun juga terdapat di wilayah lain diluar Poso. Adanya senjata api ini menujukan bahwa ada peredaran senjata api gelap yang beredar di wilayah Sulawesi Tengah namun hal ini tidak pernah ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian untuk membongkar jaringan pengedar senjata api tersebut. Proses hukum yang dijalankan hanya sampai pada kepemilikan dan penggunaan senjata api tersebut.

Kabupaten Poso

· (13/1) tim Detasemen 88 Anti Teror Mabes Polri menyita 18 pucuk senjata api dari berbagai jenis, 5 pucuk diantaranya merupakan senjata standart organik (SS-1, M-16, GLM dan Revolver) sisanya, 13 pucuk, merupakan senjata rakitan, serta bom rakitan, anak penah dan peluru. Penyitaan tersebut didapat setelah insiden penggrebekan DPO pada tanggal 11 Januari 2007, guna dijadikan sebagai barang bukti.

· Jum’at (26/1) di jalan Pulau Jawa II Kelurahan Gebang Rejo Kecamatan Poso Kota, tepatnya di rumah orang tua Basri aparat Kepolisian menemukan 3 bom rakitan dan 2 pucuk senjata api rakitan laras panjang.

· Minggu (28/1) di kompleks Pos Polmas Tanah Runtuh, Polisi menemukan senjata organik jenis M-16 dan ratusan amunisi aktif dalam berbagai jenis. Dalam penyisiran tersebut Polisi juga menemukan sebuah senjata rakitan jenis pistol, 4 magazine M-16 dan 2 magazine MK-3 serta beberapa pakaian dan tas.

· Senin (29/1) di sejumlah lokasi di kawasan Gebang Rejo dan Kayamanya, Polisi menemukan sejumlah senjata api pabrikan dan rakitan serta ribuan amunisi. Senjata organik yang ditemukan adalah jenis MK-3, SKS dan Revolver. Selain itu, juga ditemukan dua pucuk senjata api rakitan, 22 bom rakitan dan 10 butir peluru GLM. 

· Sementara sepanjang siang sampai sore hai, polisi kembali melakukan penyisiran dan mendapatkan sepucuk senjata api organik, 19 pucuk senjata rakitan dan 2.378 peluru dari berbagai kaliber. Juga ditemukan geranat nenas aktif dan 56 bom rakitan.

· Senin (5/2) di kompleks PDAM Kelurahan Gebang Rejo pada sebuah rumah kosong, Polisi mengamankan 5 pucuk senjata yang terdiri dari 2 pucuk senjata organik (M-16 dan US Carabine), 2 pucuk senjata rakitan dan 15 butir amunisi aktif kaliber campuran.

· Selasa (24/4) sekitar pukul16.00 wita di Jalan Umanasoli Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, tepatnya di rumah Munawar alias Papa Alam (41) ditemukan sepucuk senjata api organik GLM (Granat Launcher Machine) atau senjata pemusnah masal. 

· (27/7) masyarakat Poso menyerahkan sejumlah senjata, amunisi dan bom kepada Polisi. Tercatat ada lima pucuk senjata rakitan laras panjang, lima buah bom aktif rakitan dan 500 butir amunisi aktif dari berbagai jenis kaliber.

· (13/7) di Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota tepatnya di kompoleks Pekuburan umum Kelurahan Kayamanya ditemukan seditnya 48 detonator. Detonator tersebut ditemukan dalam sebuah lubang berdiameter 50x50 cm.

· Rabu (18/7) di Jalan Pulau Sumbawa Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota ditemukan sebuah bom  dalam keadaan aktif dan dipastikan membahayakan menurut anggota gegana Polres poso yang menjinakkan bom tersebut dan jenis bom low ekplosive.
· Rabu (18/7) sekitar pukul 16.30 wita di Desa Tumora, seorang warga yang identitasnya dirahasiakan menyerahkan 3 pucuk senjata api rakitan laras panjang pada Polsek Poso Pesisir Utara.

· Sabtu (25/8) di Kecamatan Poso Pesisir, warga di kecamatan tersebut menyerahkan senjata api rakitan beserta amunisinya pada Batalyon 714 Sintuwu Maroso. Senpi yang diserahkan tersebut terdiri dari 9 pucuk laras panjang, 7 pucuk senjata laras pendek dan amunusi berkaliber 5,56, 7,62 dan kaliber 9  sejumlah  150 butir  serta sebuah magazine. 

· (23/9) di wilayah Tentena, Kecamatan Pamona Utara ditemukan sekitar 140 senjata api. Penemuan senjata tersebut ada yang diserahkan secara sukarela oleh warga, ada juga yang disita Polisi yang melakukan operasi selama se-pekan.

Kabupaten Donggala

· Selasa (1/5) di Desa Sipi ditemukan sepucuk senjata api rakitan laras pendek dan sebutir amunisi kaliber 38 mm di kediaman Ruslan alias Uti (37). Menurut Ruslan alias Uti bahwa senjata tersebut sering digunakan untuk memburu babi dan rusa.

· Di desa Soulowe Polisi menemukan 4 pucuk dum-dum dan sempat menagkap warga berinisial UM untuk dimintai keterangan.

Kota Palu

· (15/11) sekitar 09.30 wita di Jalan Ahmad Dahlan (di samping kantor DPRD Kota Palu) Elis (55) seorang warga Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo menemukan sebuah bom aktif berjenis nenas di samping kantor DPRD Kota Palu
Penanganan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) kurun waktu Tahun 2007 ada 27 kasus dan 13 kasus Tahun 2006 yang belum selesai ditangani.  Dari kasus tersebut, tahapan penanganannya dilakukan mulai dari Bawasda/Bawasko, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri).  Penanganan setiap kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkadang sampai berlarut-larut dan tidak jelas hasil penyelidikannya, seperti kasus korupsi dana operasional Bupati Tolitoli Tahun 1999-2004.
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Dari kasus tersebut diatas, 18 kasus diantaranya merupakan korupsi dana APBD, 18 kasus dana APBN, 3 kasus yang merupakan shering dana APBD dan APBN, serta 1 kasus yang belum jelas sumber dananya. Disini terlihat bahwa korupsi di tingkat daerah semakin meningkat dari tahun sebelumnya hanya 16 kasus. Kalau dilihat dalam persentasenya maka dapat dilihat pada figure 2 dibawah ini.
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Jika dilihat dari jumlah Kerugian Negara dari setiap kasus yang terjadi, maka ada 12 kasus yang jumlah Kerugian Negara kurang dari 1 (satu) milyar atau 30%, 19 kasus merupakan korupsi diatas 1 (satu) milyar atau  47% dan 9 kasus atau 23% yang belum jelas jumlah Kerugian Negara.
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Jika dilihat dari jumlah pelaku berdasarkan posisi jabatan di Pemerintahan, yaitu : 

	Posisi Jabatan Pelaku
	Jumlah

	Eksekutif
	32

	Legislatif 
	3

	BUMN/D 
	1

	Pjbt Kampus 
	1

	KPUD 
	4

	Swasta/Pengusaha
	12

	Koperasi
	4

	Tdk Jelas
	5

	Jumlah Total Pelaku
	62


Jika dilihat dalam persentasenya maka, pejabat dieksekutif berada diurutan pertama dengan 52%, legislative 5% dst. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam figure 4 dibawah ini.
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Dari jumlah kasus tersebut, 55% masih dalam proses penyelidikan/penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan. 42% dalam proses Pengadilan Negeri dan 3% atau 1 kasus yang di SP3 oleh Kejaksaan.
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Sementara kasus yang dalam proses penyelidikan/penyidikan dan persidangan sekitar 27 kasus, putusan Peradilan Tingkat Pertama kurang dari 1 Tahun ada 2 kasus dengan 2 orang terdakwa, 7 orang terdakwa divonis antara 1 s/d 5 Tahun, 2 terdakwa divonis diatas 5 Tahun dan 4 terdakwa divonis bebas. 

Beberapa hal yang patutu dipertanyakan adalah adanya putusan yang berbeda antara para terdakwa dalam kasus yang sama, seperti kasus korupsi dana pemekaran Kab. Morowali, korupsi dana pemulangan pengungsi poso, korupsi APBD Kab. Donggala Tahun 1999-2004 yang melibatkan 11 anggota DPRD Donggala dan korupsi SDOPT Untad. 

Terdakwa yang kedudukannya sebagai pemimpin dalam Pemerintahan divonis bebas oleh Pengadilan, sementara bawahannya, justru divonis bersalah. Fenomena inilah yang terlihat sepanjang tahun 2007. Untuk melihat perbandingannya, silahkan lihat figure 6 dibawah ini ; 
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P e n u t u p
Kesimpulan Dan Rekomendasi
Rangkaian kejadian di Sulawesi Tengah  sebagaimana di uraikan di atas, dapat disimpulkan :

1. Masih lemahnya kinerja aparat terutama intelegent negara dalam membaca kecenderungan kekerasan masih terjadi di masyarakat karena tidak ditunjang dengan kinerja yang profesional yang baik ditubuh intelengen negara .
2. Masih terulangnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam melakukan penegakan hukum menunjukan kurang profesionalnya aparat penegak hukum serta tidak adanya penghormatan, penghargaan dan penegakan serta pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia;

3. Potensi kekerasan dan pertikaian massa yang semakin tahun semakin meningkat, menunjukkan bahwa lambannya dan gagapnya pemerintah daerah merespon dan menyikapi hal tersebut.
4. Bahwa penghukuman bagi pelaku korupsi oleh pengadilan ternyata tidak membawah efek jera dan pembelajaran positif bagi pelaku dan masyarakat khsusnya di Sulawesi Tengah;

5. Banyaknya terdakwa korupsi yang mendapatkan vonis bebas oleh Pengadilan menjadi Tahun 2007 merupakan tahun bebasnya para koruptor;
Kesimpulan tersebut diatas, dengan ini kami merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pihak aparat keamanan harus mulai merubah cara dan bentuk prilaku dilapangan dan harus mengedepankan dengan cara-cara diplomatis dan persuasif.  
2. Dalam bentuk penangganan kasus, aparat harus menerapkan standar-standar HAM yang sudah diratifikasi oleh negara.
3. Kenerja intelegen harus sudah mulai profesional dalam membaca realitas dan potensi konflik yang akan terjadi di masyarakat sehingga dapat mencegah dan meminimalisir potensi konflik tersebut.

4. Sikap pemerintah daerah  yang cenderung lamban dalam merespon dalam menyingkapi hal-hal yang terjadi di masyarakat terutama wilayah yang rawan konflik harus segera diatasi dan segera mengambil sikap tegas dan mencarikan jalan keluar bagi masyarakat.
5. Disparistas Putusan Pengadilan menjadi fenomena menarik untuk dikaji, karena hal ini tidak hanya terjadi pada kasus di Sulawesi Tengah, tapi juga terjadi di daerah lain dan kasus yang sifatnya me-nasional yang menggunakan dana APBN. 
Palu, 28 Desember 2007

LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM dan
ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA Sulteng
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